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Menimbang: a. bahwa berdasarkan pasal 6s ayat (1) huruf d Undang-
Undang Nomor 23 Tahun zOL+ tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubalr beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa Kepala Daerah
menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Daerah
tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, rancangan
Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah, dan rancangan Peraturan
Daerah tentang Pertanggungiawaban pelaksanaan
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah untuk dibahas bersama;

b.bahwa Rancangan Peraturan Daerah ssfoagaimana
dimaksud pada huruf a memerlukan persetujuan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah;

c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, dan huruf b
perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Rembang.

Mengingat : 1. undang-undang Nomor 13 Tahun 19s0 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun lgg4 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985
Tentang Pajak Bumi dan Bangunan;



3. Undang-Undang Nomor 2l Tahun 1997 tentang Bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggar€ran Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolosi dan Nepotisme;

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara;

6. Undang-Undang Nomor 1

PerbendaharEran Negara;
Tahun 2OO4 tentang

7 . Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2AO4 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara;

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;

9. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2OA4 tentang
Perimbangan Keuangan arrtara Pemerintah pusat dan
Pemerintahan Daerah;

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OAg tentang pqjak
Daerah dan Retribusi Daerah;

1 1. Undang-Undang Nomor L2 Tahun 2}ll tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 20is
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2AL4 tentang Pemerintahan Daerah;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2ool tentang pajak
Daerah;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2CIo1. tentang
Retribusi Daerah;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 2B Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang
Standar Akutansi Pemerintah;

17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 200s tentang Dana
Perimbangan;

18. Peraturan Pemerintah Nomor s6 Tahun 2oos tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah;

19. Peraturan Pemerintah Nomor s8 Tahun 2o0s tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;



20.

2t.

22.

23.

24.

26.

27-

28.

29.

30.

25.

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal;

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor B Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2OO7 tentang
Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan
Peraturan Perundang-Undangan ;

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2OOT tentang
la.poran Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada
Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungiawaban
Kepala Daerah, Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
dan Informasi l.a.poran Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah kepada Masyarakat;

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang
Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 20ll tentang
Pinjaman Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2Ol2 tentang
Hibah Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2Ol7 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD;

Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun
2OL6 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2Ol7;

31. Peraturan Dewan Perwakilan Rakryat Daerah Kabupaten
Rembang Nomor 1 Tatrun 2014 tentang Peraturan Tata
Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Rembang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang
Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Dewan Perwakilan Ralryat Daerah Kabupaten
Rembang Nomor 1 Tahun zAru tentang Tata Tertib Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.

Memperhatikan : 1. Laporan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Rembang
pada tanggal 31 Juli 2O1B;

2. Pendapat Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Rembang tanggal 31 Juli 2018;



Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPA?

3. Pembicaraan-pembicaraan dalam Rapat paripurna
Dewan Perwakilan Ralryat Daeratr Ikbripaten
Rembang ta.nggal 31 Juti 2018.

MEMUTUSKAN :

Menyetujui Rancangan peraturan Daerah Kabupaten
Rembang tentang Pertanggungiawaban pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Rembang Tahun Anggaran zafi beserta lampiran-
Iampiranya untuk ditetapkan menjadi peraturan Daerah
sebagaimana terlampir ;

l1flferan*an proses selanjutnya sebpgaigpr* Diktum
KESATU Keputusan ini kepada ilupati Rimbang;

Memberikan Rekomendasi kepada Bupati sebagaimana
laporan Badan Anggaran untuli ditindaf; Iaduti;
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 31 Juli 20ig

DEWAN PERWAKILAN RAKYA]' DAERAH
KABUPATEN REMBANG



REKOMENDASI HASIL PEMBAHASAN PERTANGGUNGJAWABAN
PEI.A,KSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2017.

1' Pada LKPJ Bupati Rembang, Pembiayaan Netto tidak dilaporkan
realisasinya sehingga tidak diketahui berapa Silpa tahun berjalan, pada
tahun yang akan datang mohon data tersebut dapat dilengkapi

2. Perlu pengelolaan /penyeleqai,al aset yang baik di setiap opD guna
tercapainya predikat WTp bagi Kabupaten Rembang

3' Pemerintah Kabupaten Rembang perlu segera menginventarisasi aset-aset bangunan beserta tanah dibawahnya lerutama di Dindikpora dan
DPU Taru untuk mendukung diperolehnya opini WTp aari gfK-RI pada
tahun 2019.

4' Surat Keputusan Bupati Rembang !*lt"ng jalan kabupaten dan jalan
poros antar desa perlu ditetapkan lebar :.i"r, (baik ji.l"" kabuiaten
maupun jalan poros antar desa) 

-serta. bangunan pelengkap jalan (urugan
bahu jalan, drainase jalan dan tebingjahnf.

5' Guna mendukung diperolehnya opini wTP pada tahun 2019, pemerintah
Kabupaten Rembang harus segeri menyelesaikan nutang pajak pBB-p2
secara maksimal.
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